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KETENTUAN PAJAK KONSUMEN
PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983
(TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG)Oleh :

Mustofa & Siti Romlahmustofalutfi6@gmail.com & sitiromlah@gmail.comFakultas Syariah dan Ekonomi IslamUniversitas Ibrahimy SitubondoAbstractMaqashid sharia there is "illah". Allah can be said to be the same asmaqashid. Illah is also used in qiyas to issue a law. According to al-Syatibi,al-illah means wisdom (wisdom) and mashalih (maslahat-maslahat)relating to orders (awamir) and permissibility (ibahah) and mafasidrelating to prohibitions (nawahi). So, the difficulty (masyaqqah) is god inrequiring the qasar to pray. So, Allah is maslahah. The scope of maqashidsharia includes justice, equality, simplicity, and does not exceed limits,facilitates and relieves, brings goodness and stays away from harm ordamage, unity and agreement as well as maintaining human life andimproving it towards goodness which includes aspects of thinking orreason, work and relationships with others. man. Imam al Juwaini termedmaqashid sharia as "Jalbu Wa Dar'u" attracting or getting something thathas not happened and keeping something that has happened, namelydetermining what is good and rejecting harm. Imam al Juwaini dividesmashlahah into three levels, namely Dlaruriyah, Hajiyah, and Tahsiniyah.Dlaruriyah is a need at the primary level. If this need is not met, it will befatal to the human soul, such as the need for rice as a staple food. If basicfood is not met, it will starve and if it gets worse it will cause death. So thislevel of needs ranks first to be met, including clothing, food, and shelter.The birth of the National Tax Law, as a replacement for the previouslyapplicable tax laws whose contents mostly originate from the Dutch EastIndies era, such as the Corporate Tax Ordinance of 1925, the Wealth TaxOrdinance of 1932 and the Income Tax Ordinance of 1944. This is one ofthe factors that support the success of development that has been carriedout until now, so that its birth has historical meaning for the nation andstate.Key word : Perspective, Maqasid Sharia, tax
A. PendahuluanAjaran Islam mencakup secara keseluruhan kepentingan manusia,kepentingan duniawi dan ukhrowi karena kehidupan duniawi itu adalahtempat untuk mempersiapkan dan bekal kehidupan ukhrowi. Dengan
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demikian, Islam tidak hanya mempelajari atau mendalami masalah teologidan ritual semata, tetapi juga persoalan politik, ekonomi dan sosial budaya.Islam memandang bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia yangdiperoleh dari kegiatan ekonomi merupakan milik Allah yang dijadikanamanat oleh Allah agar didistribusikan kepada manusia. Oleh sebab itu,dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus ditunaikankandengan salah satu cara yaitu zakat untuk diberikan kepada orang yangberhak menerimanya, serta membayar pajak kepada negara untuk digunakandalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, ini berdasarkan al-Qurandan hadits.Hal ini sesuai dengan perkataan yang dilontarkan oleh Ali bin AbiThalib R.a, yang dikutip oleh B. Wiwoho yang mengatakan bahwa negara ituibarat sebuah taman. “Pagar yang menjaga keselamatan taman itu adalahUndang-undang, yaitu kekuasaan yang wajib ditaati. Taat dan kepatuhanrakyat kepada Undang-undang itulah yang menjadi sebab teguhnyapemerintahan. Pemerintah adalah ibarat pengembala dan pengawalkeselamatan negara yang didukung oleh tentara yang kuat. Tentara ituadalah alat negara yang harus ditanggung semua keperluannya oleh kasnegara dan kas negara itu dikumpukan dari rakyat”.1Pada zaman Rasulullah SAW, aspek penerimaan APBN terdiri atas
kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, khums/ghanimah (pajak 1/5 dari hartarampasan perang), jizyah (sejenis pajak atas badan orang non muslim), danpenerimaan lain-lain (di antranya kafarah / denda).2 Beda halnya pada masakekhalifahan Umar bin Khattab RA yang menerapkan ‘usyr (pajak 1/10 darihasil perdagangan). Oleh karena itulah ‘usyr bukan bersumber dari al-Qurandan bukan pula dari sunnah Nabi SAW, akan tetapi bersumber dari ijtihadpara sahabat.3Kita akui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang besardan tentunya dengan permasalahan yang besar pula, terutama yang sangatmencolok adalah di bidang perekonomian. Dari sinilah tiga fungsi utamapemerintah bekerja yaitu :1. Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumberekonomi,2. Mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehinggatercapai masyarakat yang adil dan makmur, serta3. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat darifluktuasi perekonomian dan menjaga / menjamin tersedianya lapangankerja (memperkecil tingkat pengangguran) serta penjaga stabilitas harga.4

1 B. Wiwoho., et., Zakat dan Pajak, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1992), Cet.ke 3, 35.
2 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001), cet.ke 1, 25.
3 Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathtab, (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2002), cet.ke 1, 100.
4 Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2005), ed.ke 1, 3.



“Volume 3, No. 1, Mei 2022”

61JURNAL AL-HUKMI

Sementara negara pada umumnya mempunyai sumber-sumberpenghasilan dari sumber berikut ini :1. Bumi, air dan kekayaan alam,2. Pajak-pajak, bea dan cukai3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non tax)4. Hasil Perusahaan Negara5. Sumber-sumber lain.5Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) kita yang berarti perannya sangat besarbagi keberlangsungan pembangunan bangsa ini.6 Namun meskipun begitu,pemerintah tidak dapat semena-mena untuk menarik pendapatan yangberasal dari pajak. Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan olehpemerintah harus berdasarkan pada azas keadilan serta hukum pajak yangdiletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 RepublikIndonesia yang berbunyi: “segala pajak untuk kegunaan kas negaraberdasarkan Undang-undang.Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkanUndang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungutberdasarkan berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan PeraturanPemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendahdari pada Undang-undang.7Lahirnya Undang-undang Pajak Nasional, sebagai pengganti Undang-undang pajak yang berlaku sebelumnya yang isinya sebagian besar berasaldari zaman Hindia Belanda, seperti Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925,Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932 dan Ordonansi Pajak Pendapatantahun 1944.8 Merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilanpembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannyamemiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara.Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaibarang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih dikenaldengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satuproduk reformasi sistem perpajakan nasional (tax reform) 1983. Sebagaipengganti Undang-undang No. 19 tahun 1951 Drt. Jo Undang-undang No. 35tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, Undang-undang PPN 1984 ini mulaiberlaku pada tanggal 1 April 1985.9Berdasarkan atas dasar hukum tersebut, maka pemerintahmewajibkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak yang
5 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), ed.

Revisi, cet. Ke 4, 11.
6 Achmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, (Yogyakarta: Akademi

Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), ed. 3, cet. Ke 1, 2.
7 Rachmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, (Bandung: PT. Rafika Aditama,

1998), ed. Revisi, cet. Ke 5, 7.
8 Wiwoho, Zakat dan Pajak, 39.
9 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

ed. Revisi, cet. Ke 6, 15.
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merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah pusat maupundaerah yang berguna untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang biladari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai
public investment, dan diambil dari sebagian kekayaan warganya tanpamendapatkan prestasi-kembali dari negara dari pembayaran ataupenyetoran pajak.Oleh karena itulah apabila terdapat kelalaian dalam membayar ataumenyetor pajak maka pemerintah yang dalam hal ini fokus dapat menagihpajak dengan memberikan surat paksa berdasarkan Undang-undang No. 19tahun 1997 tentang Pemungutan Pajak dengan surat paksa sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000, akan tetapi apabilaterdapat suatu perselisihan maka dapat ditindak dengan hukum yangberlaku, berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yangmenggantikan UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian SengketaPajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai populer di Indonesia pada1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya.Berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut setelah berlalunyakurun waktu tertentu dan kemungkinan timbulnya perselisihan atas jumlahpajak yang harus dibayar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut tunaiketika barang terjual dan jumlahnya jelas. Sepintas, Pajak Pertambahan Nilai(PPN) tampak memang lebih mudah, tetapi ternyata menimbulkan eksesnegatif pada harga dan jumlah yang diperdagangkan.10Akan tetapi dari banyaknya Undang-undang pajak yang berlaku diIndonesia, tidak terdapat Undang-undang yang mendefinisikan pajak secararinci. Hal ini tampaknya terkait dengan definisi pajak itu sendiri, yang apabiladidefinisakan maka akan terlihat jelas bahwa pajak itu merupakan salah satualat kepentingan penguasa.11Semua yang ada di dunia ini sudah pasti berdasarkan legal dari AllahSWT sebagai manager tunggal alam ini. Mulai dari peristiwa terkecil hinggaterbesar semua pasti ada manfaatnya sekalipun masih terkadang dibarengidengan mafsadat. Termasuk juga adanya kewajiban bayar pajak kepadasemua orang itu pasti ada manfaatnya baik manfaat yang bisa dilihat (hissy)atau manfaat yang tidak bisa dilihat (taqdiry), sekalipun di balik manfaat-manfaat itu juga ada mafsadat yang mengiringi. Inilah yang dikatakan sebagaimaqashid syariah, tujuan-tujuan atau alasan syariat Islam mengenai suatuhal. Makna dari maqasid syariah sendiri menurut al Syathiby adalah suatutujuan yang diharapkan oleh syara’ dari adanya pembuatan suatu hukumbaik hukum itu dibentuk dengan global atau dengan terperinci atau bisadikatakan tujuan syara’ yang lebih mementingan kepentingan umum.12

10 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, 46.
11 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), ed. Ke

1, 24.
12 Imam al Syathiby, Nadzariyah al Maqasidh, (Riyadh: Darul Aman, 1990), ed. Ke 1, 7.
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Melihat fakta yang terjadi bahwa pajak memang benar-benar tidakpandang bulu, siapapun yang menempati negara ini pasti terkena kewajibanpajak. Tidak masalah jika ia juga punya penghasilan yang dapat mengimbangidari ia wajib bayar pajak, seperti pedagang. Namun sekarang bagaimanakalau ia adalah konsumen terakhir, dimana ia tidak akan menjual lagi barangyang ia beli karena ia membeli hanya untuk dimanfaatkan sendiri. Melihatdari fakta juga bahwa yang melakukan pemungutan pajak terhadap pembelibaik ia adalah konsumen terakhir atau bukan, adalah biasanya rumah makan,Indomaret, swalayan, allfamart, dll., bukan seperti pedagang eceran dipinggir-pinggir jalan.Sebenarnya bukan hanya di rumah makan yang menerapkan sistemwajib kena pajak, melainkan di semua tempat yang di situ terjadi proses jualbeli maka di situ pasti ada penerapan wajib bayar pajak. Namun, sekalipunsemua kena wajib pajak, jumlah yang dibebankan kepada yang wajib bayaritu tidaklah sama dalam hal besar dan kecilnya. Sistem penarikan yangdilakukan oleh rumah makan ada yang dengan tanpa mengatakan langsungkepada konsumen berapa dia harus membayar uang pembelanjaan yang aslidan berapa pula pajaknya. Tiba-tiba nota belanja sudah sekian mahalharganya, padahal ada sebagian konsumen yang masih belum mengerti haltersebut, bahwa ia selain bayar uang makanan yang ia makan, ia juga jugaharus membayar pajak. Selain itu, ada juga yang menerapkan sistempenarikan pajaknya dengan cara terang-terangan dikatakan langsung kepadasi konsumen. Dengan cara ini, konsumen bisa memahami dari sekian jumlahuang yang ia keluarkan untuk membayar hasil belanja, ada sebagian uangyang diperuntukkan pajak dari perbelanjaan. Sebagian Yang lain juga adayang tidak membebankan kepada konsumen tapi langsung ditanggung olehpihak rumah makan seperti yang terjadi pada Rumah Makan JemberSumenep dengan cara nota belanja baru diberikan kepada konsumen yangmembeli makanan di rumah makan ini dengan cara memesan.Namun sebagaimana keterangan di atas bahwa rumah makan inibukan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen akantetapi pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1). Padahal biasanya danmemang seharusnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harusnyadibebankan kepada konsumen sementara pajak kebersihan dan PajakBangunan 1 (PB1) menjadi tanggungan rumah makan sendiri. Akibatnya,konsumen tidak merasa harga terlalu mahal karena mereka tidak membayarPajak Pertambahan Nilai (PPN) melainkan hanya membayar yang kecil-kecilsaja yaitu pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1).Karena melihat instansi lainnya yang membebankan PajakPertambahan Nilai (PPN) kepada konsumennya, sementara pajak-pajak yanglain seperti pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1) ditanggungsendiri. Juga karena melihat di instansi lain membebankan pajak tanpadiketahui oleh konsumennya bahwa dirinya juga dipungut pajak tanpa sadar.Sementara di Rumah Makan Jember ini dicantumkan seberapa besar pajakyang harus dikeluarkan oleh konsumen sehingga total seluruh belanjaan
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berjumlah sekian. Dan dengan demikian akan membuat konsumen ikhlasuntuk membayar dan akan memberikan simpati kepada instansi yangbersangkutan karena dirinya merasa tidak dibohongi. Adapun rumusanmasalah adalah tentang perspektif maqashid syariah dan UU PajakPertambahan Nilai (PPN) No. 8 Th. 1983 terhadap ketentuan pajakkonsumen.Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukandengan pendekatan normatif yang memandang hukum sebagai seperangkataturan atau kaidah yang bersifat normatif..  Pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis praktis, yaitu yangmemandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat
normatif atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (law in books), akantetapi juga melihat bagaimana hukum berjalan di lapangan dan bagaimanahukum tersebut dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat (law in action).Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akanmenggunakan metode penelitian kualitatif,13 yang diharapkan dapatditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagaiobyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalansecara keseluruhan (holistik) dan dapat mengungkapkan rahasia dan maknatertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang adadalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis, gejala-gejala sosialbudaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yangbersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yangberlaku. Hadari Nawawi menyatakan14.
B. Pembahasan
1. Pajak Pertambahan Nilai Perspektif Maqashid SyariahPajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-qur’an maupun dalamSunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal olehsejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsepmakna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja.Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk padakepentingan raja atau elit penguasa.b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-qur’an) antara rakyatpembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajakjizyah ini adalah Negara yang mengabdi pada kepentingan elit penguasadan kelompok.c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekahkarena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan

13 Esmi Warasih Pujirahayu, Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora
(Semarang: t,p,. 1999), 47.

14 Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1999), 175.
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segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama,etnis, ras, maupun golongannya.(Mas’ud : 71).Allah SWT berfirman :
 ُ َّ لْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ا ِ َِّ وَلاَ  ِ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ  قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

حَتىَّ يُـعْطوُا الجْزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan
tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu
orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan
tunduk.”(Q.S At-taubah :29).Dalam haditsnya Anas dan Ibnu Sirin disebutkan bahwa

لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ 
Artinya : tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak.15Tidak akan masuk surga di sini karena sebelum lafadz hadits di atasmasih ada keterangan yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak yangdilakukan ini adalah dengan cara memalak di pasar-pasar. Dan dengan caramemaksa.Dalam sebuah kitab karya imam al Sarakhsy, yang memangmencantumkan Bab al ‘Usyr (Bab tentang pengambilan sepersepuluh hartadari hasil pendapatan). Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa memang adapetugas yang sudah mendapat mendapat kepercayaan dari pemerintah untukmelakukan penarikan pajak kepada para pihak yang memang sudahmempunyai semua persyaratan yang menyebabkan ia wajib bayar pajak.Dalam kitab ini pula dicontohkan para pedagang yang sudah mecukupisyarat. Jika yang diambil pajaknya adalah memang orang yang berkewajibanmembayar pajak maka, pajak yang dikeluarkan disebut sedekah. Sementarajika yang diambil pajaknya adalah bukan orang yang seharusnya tidakberkewajiban membayar pajak maka, pajak yang dikeluarkan olehnyadisebut sebagai Dzam al ‘Usyr (pajak cacat).16Makna dari Maqashid Syariah sendiri adalah hikmah atau tujuan dariadanya sebuah pensyariatan. Namun, itu semua masih membutuhkan adanyaperenungan agar bisa melihat qarinah (tanda) dari apa yang sudahdisyariatkan oleh pembuat syara’ yaitu Allah da Rasulullah. Hal ini sesuaidengan surah al Nisa’ ayat 78 :

]78)} [النساء: 78(يَـفْقَهُونَ حَدِيثاًيَكَادُونَ {فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ 
Artinya : Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-
hampir tidak memahami pembicaraan (pelajaran dan nasihat-nasihat

15 Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Muhsin Al
Salman, Al As’ilah Wa Al Ajwibah Al Fiqhiyyah, (tt., tt.) h. 84, Juz 6, Versi Maktabah Syamilah.

16 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Syams al Aimmah al Sarakhsy, Al Mabsuth,
(Beirut : Al Mu’arrafah), Juz 2, 199.
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yang diberikan).Sebagai contoh, firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 13 yangmelarang melakukan riba, tidak sama dengan larangan memakan dagingkhinzir (al-Maaidah, 3), larangan memakan daging khinzir adalah untukdijadikan hidangan makan. Sementara larangan memakan riba adalahlarangan daripada bermuamalah dengan sesuatu yang mempunyai unsurriba dan memakan sesuatu hasil dari riba dan termasuk juga hasil ribadijadikan sumber nafaqah sama ada makanan atau selainnya; bahkantermasuk aktivitas riba itu sendiri. Jika diambil makna dari segi bahasa,tentulah terbatas makna “al-Aklu”, Justru ayat tersebut memerlukan usahapemahaman dan renungan mendalam.17 Dalam larangan tersebut terdapat“maslahah” yang kembali kepada diri manusia sendiri, termasukmenghindari daripada kerusakan atau mudarat atas diri seseorang. Terdapatbeberapa unsur dalam Maqasid yaitu “Hikam” mufradnya “Hikmah”.Dalam maqashid syariah itu terdapat “illah”. Illah dapat dikatakansama dengan maqashid. Illah juga digunakan dalam qiyas untukmengeluarkan sebuah hukum. Menurut al Syatibi al illah bermaksud hikam(hikmah-hikmah) dan mashalih (maslahat-maslahat) yang berkaitan denganperintah (awamir) dan kebolehan (ibahah) dan mafasid yang berkaitandengan larangan (nawahi). Maka, kesulitan (masyaqqah) adalah illah padamengharuskan qasar shalat. Jadi, illah adalah mashlahah.18Ruang lingkup maqashid syariah meliputi keadilan, persamaan,kesederhanaan, dan tidak melampaui batas, memudahkan dan meringankan,mendatangkan kebaikan dan menjauhi kemudaratan atau kerusakan,kesatuan serta kesepakatan serta menjaga kehidupan manusia danmemperbaikinya kearah kebaikan yang meliputi aspek pemikiran atau akal,pekerjaan dan hubungan sesama manusia.19Imam al Juwaini mengistilahkan maqashid syariah sebagai “Jalbu Wa
Dar’u” menarik atau mendapatkan sesuatu yang belum terjadi dan menjagasesuatu yang telah terjadi yaitu menetapkan yang baik dan menolakkemudaratan. Imam al Juwaini membagi mashlahah menjadi tiga tingkatanyaitu Dlaruriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Dlaruriyah adalah kebutuhan padatingkat primer. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan berakibat fatalterhadap jiwa manusia seperti kebutuhan terhadap nasi sebagai makananpokok. Jika makanan pokok tidak terpenuhi maka akan kelaparan dan jikasemakin parah akan menyebabkan kematian. Jadi kebutuhan tingkat inimenempati urutan pertama untuk dipenuhi, termasuk juga sandang, pangan,dan papan.

Hajiyah adalah kebutuhan pada tingkat sekunder. Kalau kebutuhan ini
17 Dr. Ahmad al-Raisani, 2009 Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah, Dar al-

Salam, Rabat; Saad bin Ahmad (1998) Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, Dar al-hijrah. Riyad,
h12-15.

18 Dr. Ahmad al-Raisani, 2009 Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah, Dar al-
Salam, Rabat, 60-62.

19 Abdul Monir Yaacob, Maqashid al Syariah dan Hak Asasi, UNIVERSITAS ISLAM
MALAYSIA.
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tidak dipenuhi efek yang ditimbulkan tidak akan sampai mengancam jiwamanusia. Hanya saja akan menimbulkan rasa kurang nyaman seperti kasuruntuk tempat tidur di dalam rumah. Jika kasur tidak ada dalam rumah,manusia masih tetap bisa tidur dan tidak akan sampai menigggal. Sedangkan
Tahsiniyah adalah kebutuhan manusia pada tingkat tersier. Kalau kebutuhanini tidak terpenuhi maka, tidak akan ada efek yang berarti. Contoh kebutuhantingkat ini seperti mobil, lemari es. Manusia yang tidak memiliki dua barangini tidak sampai meninggal atau malu pada atau bahkan merasa tidaknyaman. Kebutuhan ini juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan istimewa.Namun, adakalanya tingkat kebutuhan ini berpindah posisi, terkadang adayang naik, ada juga yang turun, tergantung situasi, kondisi, dan domisilimanusianya. Bisa jadi kebutuhan tersier bagi sebagian manusia kalangantertentu berubah menjadi primer atau sebaliknya.20Ibnu Asyur, pakar Maqashid, mengatakan bahwa  segala sesuatu yangsecara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh individu,kelompok individu atau masyarakat umum untuk mewujudkan kemaslahatanpada pelbagai waktu, keadaan, dan kebutuhan dikatakan sebagai harta ataukekayaan.Sementara pajak adalah salah satu sumber kekayaan bagi negara.Namun, syarat harta bisa bernilai kekayaan jika memenuhi lima hal berikut :1) Dapat disimpan dalam waktu lama2) Diminati3) Dapat dipindahtangankan4) Jumlahnya terbatas5) Diperoleh melalui usaha sendiri ataupun pemilik sebelumnya.Karena kekayaan umat dan individu-individunya bersumber berasaldari sumber: tamalluk (kepemilikan), dan takassub (penghasilan). Tamallukatau milkiyyah21 ialah penguasaan terhadap sesuatu yang berfungsi sebagaipemenuh kebutuhan secara langsung atau sebagai alat tukarnya. Sedangkantakassub yaitu usaha untuk mendapatkan suatu pemenuh kebutuhan melaluipekerjaan fisik atau negosiasi dengan pihak lain.Ibnu Asyur  mengemukakan lima maqāṣid Syarīʻah khusus dalamperputaran kekayaan, yaitu: ar-rawāj, transparansi, perlindungan terhadapharta, kepastian hukum atas kepemilikan, dan berkeadilan.22a. Al RawajRawāj secara kebahasaan berarti lari, laku, beredar dan tersedia.23Rawāj dalam konteks ini ialah terdistribusikannya harta dengan cara-carayang sah kepada sebanyak mungkin orang di kalangan umat,24 tidak terbatas

20 Ahmad Al-Raisuny, Al-Fikrul Maqashidy Qawa’duhu Wa Fafawaiduhu, (t.t: Darul
Baidla’., 1999), 70-71.

21 Ḥamad al-ʻAbdurraḥmān al-Junaidil, Naẓariyyah at-Tamalluk fī al-Islām, cet. 2
(Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, 1403H/1983), 13.

22 ʻĀsyūr, Maqāṣid, 464.
23 Ahmad Wirson Munawir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, cet. XIV (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997) 544.
24 ʻĀsyūr, Maqāṣid, 464.
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pada kalangan tertentu saja. Menurutnya, rawāj sebagai maqāṣid Syarīʻahdalam muamalah dengan harta kekayaan dipahami dari nas-nas yangmendorong secara siginifikan agar transaksi muamalat dilakukan secaralebih masif dan luas. Disimpulkan demikian karena muamalat merupakancara utama berpindah dan terdistribusikannya harta kekayaan dari satutangan ke tangan yang lain. Ini kemudian diperkuat oleh hasil analisisterhadap sejumlah ketentuan hukum muamalat dan pemberdayaan hartakekayaan.b. TransparansiTransparansi atau kejelasan harta maksudnya ialah harta yangmenjadi objek kekayaan dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannyasehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atasharta dimaksud. Dalil yang dikemukakan Ibnu ‘Āsyūr untuk maqāṣid ini ialahsyariat kesaksian dan rahn atau agunan dalam hutang piutang.25c. Perlindungan Terhadap Harta KekayaanAkad muamalat terhadap harta kekayaan disyariatkan untukmelindungi harta yang menjadi objek kekayaan agar tidak berpindah tangandengan cara-cara yang batil dan mengintimidasi pemiliknya. Ini dipahamidari firman Allah :
لْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَـراَ  ِ نَكُمْ  َْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ  َ ضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوا { 

َ كَانَ بِ  َّ ] 29)} [النساء: 29كُمْ رَحِيمًا (أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ ا
Artinya :”hari orangorang yang beriman janganlah kakmu memakan
harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang
saling kamu ridai”26Juga dari sejumlah hadits, seperti sabda Rasulullah SAW :

نَكُمْ  حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا, فيِ بَـلَدكُِمْ هَذَافإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأعَْراَضَكُمْ، بَـيـْ
Artinya : “Sesungguhnya darah, harta dan kehormata nsesama kalian
haram atas kalian seperti haramnya pada hari ini di negeri kalian ini
dan di bulan kalian ini”27Demikian juga sabda beliau :

لاَ يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طيَِّبِ نَـفْسٍ 
Artinya : “tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan  keridaan
dirinya”28d. Kekuatan HukumSyariat mengatur agar transaksi perniagaan dan sejenisnya denganmaksud agar pemindahtanganan kepemilikan memiliki kekuatan hukum. Halitu dapat dipahami dengan disyariatkannya saksi dan akta tertulis. Allahberfirman :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ 

25 ʻĀsyūr, Maqāṣid, 473.
26 Q.S. An-Nisā`/04: 29.
27 Muhammad bin Ismāʻīl al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy (Riyāḍ: Dār as-Salām,

1417H/1997M) h. 28-29; Muslim, al-Jāmiʻ j. V, h. 108, no. 4478.
28 Sunan ad-Dār al-Quṭuniy, j. III, 424.
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Artinya : “hadirkanlah saksi jika kalian berjual beli”29Dalam ayat yang sama Allah perintahkan :
تُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى فاَكْتُـبُوهُ  إِذَا تَدَايَـنـْ

Artinya : “jika kalian melakukan suatu transaksi hutang piutang hingga
waktu tertentu maka tuliskanlah”30Kekuatan hukum pada transaksi dimaksud bertujuan dimaksudkanuntuk: melindungi hak eksklusif pemilik harta untuk memanfaatkan danmengambil keuntungan dari harta yang menjadi objek kekayaan; menjaminkebebasan yang bersangkutan untuk mengelola dan memberdayakan hartakekayaan secara sah untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yangdiinginkan; serta memastikan bahwa hak eksklusif dan kebebasan mengelolasebagaimana dimaksud tidak gugur atau berpindah tangan tanpa izinnyakecuali jika merugikan pihak lain atau kepentingan umum.31e. KeadilanKeadilan dalam berharta atau al-ʻadālah fil māl maksudnya ialahbahwa pemerolehan harta kekayaan tidak merugikan pihak lain dankepentingan umum, baik pemerolehan yang berupa imbalan dari suatu kerjayang dilakukan, atau kompensansi dari harta yang diberikan, atau donasi,atau warisan. Privasi pemilik harta dalam memanfaatkan hartanya padakondisi tertentu akan dibatasi jika merugikan pihak lain baik individumaupun umum.Menurut Ibnu ‘Āsyūr maksud ini dipahami dari larangan terhadapsejumlah transaksi yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi semisal talaqqirukbān32 dan iḥtikār.33 Talaqqi rukbān ialah mencegat pedagang dari luardaerah yang umumnya tidak mengetahui secara pasti harga komoditi yangdibawanya, dan larangan iḥtikār, yaitu membeli barang kemudianmenimbunnya supaya pasar mengalami kelangkaan pasokan kemudianharganya melonjak.34 Privasi pemilik modal untuk memperoleh manfaat dankeuntungan dengan modal yang dimilikinya dalam kedua bentuk muamalahterlarang tersebut dibatasi; demi kemaslahatan umum cara-cara tertentuyang –secara teori –dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi individutidak dibenarkan.35Kelima maqāṣid Syarīʻah khusus dalam muamalah dengan objek hartakekayaan ini menurut Ibnu ‘Āsyūr merupakan rujukan sah-tidak sahnyasuatu akad dan ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi bagian akadtersebut. Suatu akad dipandang sah bilamana kelima maqāṣid Syarīʻahdimaksud terpenuhi, jika salah satu maqāṣid tidak terpenuhi maka akad
29 Q.S. al-Baqarah/2: 282.
30 Q.S. al-Baqarah/02: 282.
31 ʻĀsyūr, Maqāṣid, 474-476.
32 Lihat AL-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ, h. 446, no. 2274 dari Ibnu ʻAbbās; an-Naisābūriy, alJāmiʻ,

j. V, h. 5, no. 3897, dari Abu Hurairah dengan lafal talaqqi al-jalab; lihat juga atTurmużiy, al-
Jāmiʻ, j. III, h. 524, no. 1221; Ahmad, Musnad, j. XV, 129.

33 An-Naisābūriy, al-Jāmiʻ, j. V, h. 56, no. 4206; Asy-Syaibāniy, Musnad, j. XIV, 625.
34 Sābiq, Fiqh, j. III, 115.
35 ʻĀsyūr, Maqāṣid, 477.
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tersebut pada dasarnya tidak sah. Namun demikian ketidak terpenuhantersebut dapat ditoleransi dengan tetap melegalkan akad dimaksud bilamanamaslahat melegitimasikan akad dimaksud lebih besar ketimbang menjadifaktor ketidaksempurnaan maqāṣid untuk mendeligitimasi akad tersebut.36Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan denganmasyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berlandaskankepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fikih mengatakanbahwa kemaslahatan umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan khusus.Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yangdifatwakan oleh tokoh-tokoh dari madzhab Maliki.37Maqashid Syariah (tujuan dari adanya sebuah pensyariatan) sendiriselalu memiliki tujuan yang pada akhirnya bermuara pada satu kata yaitukemaslahatan. Jika dalam suatu tindakan tidak ada manfaat sama sekali makaitu berarti sudah melenceng dari tujuan syariat. Al Raisuny mengatakanbahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada maksud, tujuan, sertamanfaatnya.38Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara’ yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan,melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syariat memeliharaberbagai kemaslahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemaslahatandalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudlaratandan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini danmendatang.39
2. Pajak Pertambahan Nilai dari Sudut Undang-undangPajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagaisumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya.40 Pajakmerupakan hal penting bagi setiap negara karena merupakan pendapatanutama bagi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara disamping negara memang sudah punya pendapatan dari bidang yang lain.Sementara itu ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajakyaitu :1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannyayang sifatnya dapat dipaksakan,2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasiindividual oleh pemerintah,3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah,4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

36 ʻĀsyūr, Maqāṣid, h. 478.
37 J. Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 137.
38 Ahmad Al- Raisuny, Al-Fikrul Maqashidy Qawa’iduhu Wa Fawaiduhu, (t.t : Darul

Baidla’,1999), 13.
39 Yusuf Qardlawi, Hukum Zakat, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5, 168.
40 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta : Pustaka Amani,

1999, 279.
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bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untukmembiayai publik investment,5. Selain bertujuan budgeter (anggaran belanja), pajak juga memiliki tujuanmengatur.41Selain ciri-ciri di atas, ada beberapa ciri-ciri lain yang dicantumkanpada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1984 (perubahan dari Undang-undang Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai) yaitu :1) Pajak Tidak Langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dihitungoleh orang lain (penjual), tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli),2) Multi Stagelevy: Multi Stagelevy adalah pajak yang dikenakan secarabertingkat, namun tidak menimbulkan unsur pajak berganda,3) Indirect Subtraction/Credit/Invoice Method: Indirect subtraction/credit /
invoice method adalah cara menghitung pajak dengan metode tidaklangsung, yaitu pajak keluaran-pajak masukan,4) Pajak Atas Konsumsi dalam Negeri: Pajak atas konsumsi dalam negeriadalah pajak yang dikenakan secara definitif terhadap barang konsumsi didalam negeri Indonesia,5) Consumption Type VAT: Consumption type VAT adalah pajak yangdipungut adalah pajak atas nilai tambah (value added tx sama denganV.A.T),6) Non Cummulative: Non cummulative adalah pajak yang tidak mengandungunsur pajak berganda. Tidak dikenakan terhadap barang/jasa yang telahdikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah,7) Tarif Tunggal: Tarif tunggal merupakan tarif yang dianut dalam Undang-Undang PPN, yaitu sebesar 10 % untuk barang dan jasa,8) Pajak Objektif: Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan atas barang danjasa (obyek) tanpa melihat orang atau badan (subjek) yang melakukantransaksi.42Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau disebut juga Al Dlaribah Idlafiahadalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan olehpribadi ataupun badan.43Menurut Supramono (2009 : 125) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerahpabean), baik konsumsi Jasa Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak(JKP). Menurut Waluyo (2011 : 9) menyatakan bahwa Pajak PertambahanNilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri(daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari

41 Waluyo, Wirawan B.Ilyas , Perpajakan Indonesia , Jakarta : Salemba Empat , 2002, 5.
42 Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (tt.,

tt.), 1-2.
43 UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun

1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
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sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari PajakPenjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidaklagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapaisasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkanpenerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.Berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, bahwaseharusnya pajak yang dikenakan restoran adalah Pajak Bangunan 1 (PB1)dengan batasan tarif tertinggi adalah 10%  yang ditetapkan oleh PemerintahDaerah setempat.44 Selain itu, restoran juga mengenakan biaya pelangganatau biasanya disebut sebagai service charge.45 Biaya yang dibebankanmaksimal adalah 10% namun banyak juga restoran yang hanyamembebankan 5% untuk service change. Jika pihak restoran inginmembebankan pajak, maka yang tertulis dalam struk pembayaranseharusnya adalah PB1. Jumlah yang dikenakan juga maksimal 10% bukan40%. Namun, pada pasal 4a UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan juga jikamakanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran atau rumah makan,warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk dalam objek pajak yang dikenai PajakPertambahan Nilai (PPN).46Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, YonArsal menyatakan tidak restoran mengenakan pajak hingga 40%. “Tidak adaPPN sampai 40% dan makan di restoran kenanya juga Pajak Pembangunan 1(PB1) punya PEMDA. PPN 40% ini pasti gak bener,” itu yang dikatakan YonArsal kepada teman-teman Kumparan.com pada hari Rabu (9/8).47Mardiasmo (2009 : 269) mengatakan bahwa Pajak Penjualan (PPn)mempunyai kelemahan sebagai berikut :a) Adanya pajak gandab) Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitanc) Tidak mendorong ekspord) Belum dapat mengatasi penyelundupan.Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai kelebihansebagai berikut :a) Menghilangkan pajak gandab) Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannyaNetral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. Netralpola konsumsi dan mendorong ekspor.
44 UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun

1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

45 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Nomor Se-04/BW/1999 Tahun 1999.

46 UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun
1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, lihat lampiran.

47 Kumparan.com
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a. Penerapan Pajak Pertambahan NilaiYang wajib meyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)2) Pemungut PPN/PPnBM, yaitu :
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Pertamina
- BUMN/BUMD
- Bank Pemerintah

b. Teori Pelaksanaan Pemungutan PajakDalam pelaksanaan pemungutan pajak, negara berlandaskan kepadabeberapa teori antara lain:1) Teori AsuransiMenurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negarabertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikianpembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seseorang kepadaperusahaan asuransi. Teori ini banyak yang menentang karena pembayaranpajak tidak dapat disamakan dengan premi oleh seseorang kepadaperusahaan pertanggungan dan negara, tidak dapat dipersamakan denganperusahaan asuransi karena:a. Dalam hal timbul kerugian, misalnya adanya kematian, pembunuhan, danpencurian atau perampokan tidak akan ada suatu pergantian dari negara,b. Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa  perlindungan yangdiberikan oleh negara tidak terdapat hubungan yang langsung.482) Teori KepentinganMenurut teori kepentingan, negara berhak memungut pajak karenanegara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan di sinidiatur pembagian beban pajak yang dikenakan pada warganya. Pemerintahmenyelenggarakan kepentingan bersama, untuk itu maka diperlukan biaya,yang mana biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya dan kepentingannyadiselenggarakan oleh pemerintah, tentang pembagian bebannya siapa yangpaling banyak mendapat manfaat dari negara harus memikul pajak lebihbesar, jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap tugas negara,semakin besar pula beban pajaknya.493) Teori Daya PikulMenurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus samaberatnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan,yaitu : Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
48 S. Munawir, Perpajakan,  (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1990 ), Cet.ke I, 9.
49 Eko Lesmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, (Jakarta : Prima Campus Grafika,

1994), Edisi ke 2, 5.
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yang dimiliki seseorang dan Unsur subjektif, dengan memperhatikanbesarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.4) Teori Daya BaktiMenurut teori ini, dasar pembenaran pajak berdasarkan pemahamanbahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau kumpulan individu(organisasi staatsleer) yang kedudukannya lebih penting dari pada individuitu sendiri karena sifatnya yang demikian, maka timbullah hak mutlak negarauntuk memungut pajak kepada warganya, sebagai perwujudan tanda baktidari warganya kepada negaranya. Teori ini, masih dianut meskipun tidaksesuai dengan kenyataan, karena antara individu dan persekutuansebenarnya sama pentingnya.505) Teori Daya BeliMenurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagaigejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambildaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara,dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untukmemelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.Teori daya beli, menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua daripemungutan pajak yaitu fungsi mengatur, menurut Prof. Andriani (salah satupenganut ajaran teori daya beli) menyatakan bahwa teori ini berlakusepanjang masa, baik dalam masa ekonomi bebas maupun dalam masyarakatsosialis.51Tarif pemungutan PPN untuk membangun sendiri adalah 10% dariDasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak sendiri diambil 40% darijumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan. Perhitungan PPNterutang adalah sejak pembangunan secara fisik kegiatan itu dimulai. Namunjika kegiatan membangun sendiri tersebut dilakukan secara bertahap, makamasih dianggap sebagai satuan kegiatan dengan masa tenggang 2 tahun.Pembayaran pajak selambat-lambatnya adalah 15 bulan berikutnyasetelah bulan terjadinya pengeluaran biaya untuk bangunan tersebut.Penyetorannya dapat dilakukan di Kantor Pos atau Bank Persepsi denganmenggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian penyetoran pembayaranpajak dilakukan pada tanggal 20 pada bulan dilakukannya penyetorandengan membawa bukti penyetoran PPN di lembar ketiga SSP.52
3. Perspektif  maqashid syariah dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No. 8 Th. 1983 terhadap ketentuan pajak konsumen di Rumah Makan
Jember Pangarangan, Kabupaten SumenepBeragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatdilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunannasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan

50 Eko Lesmana, Sistem  Perpajakan di Indonesia, (Jakarta : Prima Campus Grafika,
1994), Edisi ke.2, 5.

51 Eko Lesmana, Sistem  Perpajakan di Indonesia, (Jakarta : Prima Campus Grafika,
1994), Edisi ke.2, 22.

52 https://WWW.cermati.com.
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berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untukmelaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagaikeperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Danapembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektorpajak. Allah SWT berfirman :
َِّ وَلاَ  ِ ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُ قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ  َّ لْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ا توُا الْكِتَابَ  ِ

حَتىَّ يُـعْطوُا الجْزِْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan
tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu
orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan
tunduk.”(Q.S At-taubah :29).Berdasarkan ayat di atas, wajib hukumnya untuk membayar pajak.Karena pajak sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negaranya. Selamaia menginjakkan kaki di suatu negara dan ia masih bernafas maka ia wajibuntuk bayar pajak. Menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uangdilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranyang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentinganumum seperti Rumah Sakit, jembatan umum, jalan raya, termasuk untukmembayar para pegawai negara.Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusianya (Mu’amalah),oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindasanoleh penguasa kepada rakyat (Kaum Muslim). Tanpa batasan syariat,pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati danmenggunakannya menurut apa yang diinginkannya. Dalam Islam, masalahpembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius danharus diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantumensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar.Dalam Islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh SWT dalamAl-Qur’an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah bolehdiperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman, hal inisebagaimana yang tertera dalam firman Allah di atas.Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LLM., Akademisi-Direktur LEADIndonesia Institue, dalam tulisannya yang berjudul Maqashid Al Syariah

Perspektif Jasser Auda mengatakan bahwa tujuan (maqashid) dalam setiapperkara harus selalu dijaga. Ini beliau rujuk kepada pendapatnya Ibn Asyur(salah satu ulama kontemporer yang menulis tentang Maqashid Syariah)yang menurut Ibn Asyur, segala sesuatu pasti ada mqashidnya dan Ibn Asyurmemberikan prioritas maqashid untuk masyarakat, bukan hanya untukindividu semata. Dilihat dari pemanfaatan uang pajak oleh pemerintah sudahbisa dikatakan memenuhi kriteria teori maqashid syariah. Dimana salah satu
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kegunaan pajak adalah untuk membangun infrastruktur seperti jembatan,jalan raya, sarana umum seperti gedung sekolah, dan juga termasuk gaji parapegaawai negara.Di dalam maqashid syariah (tujuan adanya pensyariatan) ada limakomponen yang selalu diperhatikan oleh sang pembuat syara’ yaitu Allah danRasulullah Shallallah alihi wa sallam. Pertama, hifdzu nafs, menjagakeselamatan jiwa sangat dipentingkan dalam agama Islam, sehinggamenempati urutan pertama hal yang harus dijaga dalam Islam. Kedua, hifdzu
aql, menjaga kesehatan akal agar tetap bisa membedakan antara halal danharam. Ketiga, hifdzu ‘irdh, menjaga kehormatan baik diri maupun orang lain.Keempat, hifdzu nasl, menjaga keturunan agar bisa membedakan mana yanghalal dan haram untuk dinikahi.Kelima, hifdzu din, menjaga agama. Semua yang terjadi di muka bumiini tidak akan terlepas dari lima komponen tersebut.53 Pada pemaparansebelumnya dikatakan bahwa salah satu kegunaan pajak adalah untukmembayar pegawai negara. Contohnya seperti polisi, tentara angkatan lautdan angkatan darat yang pekerjaan tiap harinya adalah menjaga keamanannegara, agar tidak terjadi kericuhan, agar tetap tenang, dan terlebih lagi agartidak terjadi pertupahan darah. Ini masuk pada konsep maqashid syariahyang pertama yaitu hifdz nafs (memelihara jiwa).Selain itu, kegunaan lain dari adanya pajak adalah digunakan untukmembangun gedung-gedung sekolah, termasuk juga dana BOS untuk pesertadidik yang kurang mampu. Salah satu konsep dalam maqashid syariah adalah
hifdz aql (memelihara kesehatan akal) dengan tujuan agar tetap bisamembedakan antara hal yang halal dan haram. Agar manusia bisamemfungsikan akalnya untuk membedakan antara yang halal dan haram,mereka butuh ilmu untuk sekolah dan belajar. Sementara sekolah itu butuhbiaya. Jika anak-anak yang kurang mampu tidak diberi bantuan biaya untuksekolah padahal mereka punya keinginan dan potensi baik untuk keilmuanmaka otak mereka tidak akan berkembang dan tetap denganketidaktahuannya dengan alasan mereka tidak punya uang. Namun, bagimereka yang punya banyak uang akan berkembang menjadi orangberpendidikan dengan dalih mereka punya banyak uang.Oleh karena itu, sebagian dana pajak dialokasikan untuk membantubiaya pendidikan agar tidak hanya yang kaya yang pintar akan tetapi jugayang miskinpun bisa pintar bahkan lebih. Ketika seseorang sudah mendapatilmu maka ia akan tahu membedakan mana yang halal dan haram. Sehinggadengan demikian setiap orang yang membayar pajak berarti sudah ikutmencerdaskan anak bangsa.Al Syathibi mengungkapkan :

الأحكام مشروعة لمصالح العباد 
Artinya :”Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.”54

53 Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al Fayumi, al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al
Kabir, (Maktabah Ilmiah, Beirut, tt.).

54 Al Syathibi, 2003, Juz II: 42.
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Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada tujuan danmanfaatnya (maqashid), jangankan pembebanan pajak, makhluk kecil sajaseperti bakteri saja masih ada manfaat dan tujuannya Allah menciptakannya,yaitu untuk menguraikan bangkai dari hewan yang sudah meninggal agarmerata dengan tanah yang dibantu oleh cacing-cacing. Manusia akanmenganggap bahwa bakteri hanya penyebab penyakit saja tanpa ada manfaatyang diberikan. Padahal di balik itu, merekalah yang menghancurkan bangkaiagar tidak bau dan merata dengan tanah, termasuk bangkai manusia.Dan juga coba lihat lagi ayat ini :
طِلاً} [ص:  َ نـَهُمَا  ] 27{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

Artinya : “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan sesuatu
yang ada di antar keduanya dalam keadaan sia-sia”

نـَهُمَا لاَعِبِينَ ({وَمَا خَلَقْنَا السَّمَ  لحَْقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ (38اوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ ِ )}  39) مَا خَلَقْنَاهمُاَ إِلاَّ 
] 39، 38[الدخان: 

Artinya : “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan seuatu
yang ada di antara keduanya dalam keadaan sia-sia (main-main)(38)
Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui (39).55

Ayat di atas didukung dengan ayat al Quran di bawah ini :
ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ  َّ ركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ({ مَا يرُيِدُ ا ]6)} [المائدة: 6وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّ

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,
supaya kamu bersyukur”.56Ayat pendukung ini peneliti temukan dalam sebuah kitab maqashidsyariah. Dari semua ayat al Quran di atas semuanya mengatakan bahwa tidaksesuatu sekecil apapun yang Allah ciptakan di dunia ini dalam keadaan sia-siaatau tidak ada gunanya. Semua yang terjadi di muka bumi ini pasti ada tujuandan hikmahnya.57Sementara jika dilihat dari perspektif undang-undang, PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam DaerahPabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitumempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengansebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Melihat pemaparan inimemberi pengertian bahwa seharusnya yang menanggung untuk membayarpajak adalah konsumen karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajakatas konsumsi, pajak yang dikeluarkan karena seseorang sudah
55 Rizkil Azizi, dosen Fikih Maqashid  dan Ushul Fikih di Ma’had Aly Salafiyah

Syafi’iyah Sukorejo 01 Mei 2018.
56 Maktabah Syamilah- Al Quran al Karim Wa Tafsiruhu.
57 Jamaluddin Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqashid al Syariah, (Dar al Fikr, Damaskus-

Suriah, 2003), 107.
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mengonsumsi sesuatu. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 42Tahun 2009.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari PajakPenjualan (PPn). Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa dandilihat sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat danbelum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untukmeningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataanpembebanan pajak. Oleh karena itu, secara teoritis, nilai tambah itu sendiriberarti suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dandistribusi. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan juga dapatdiartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli.58Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitasdari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatujenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul padabarang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasatersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiaptingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.59 Meskipundemikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek gandakarena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kreditpajak) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajakyang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh sebuah instansi sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) :1. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),2. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),3. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambatnya 15 harisetelah berakhir masa pajak,4. Meyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangkawaktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak,5. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan denganrapi dan tertib, dan6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenaiperolehan dan penyerahan BKP/JKP.Hal ini diamini oleh undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 bahwayang sudah tercantum dalam undang-undang itulah yang berkewajibanuntuk membayar pajak. Selama ia berada di daerah Pabean (daerah wajibkena pajak) dan ia memiliki hal-hal yang mewajibkan ia harus bayar pajakmaka, ia wajib bayar pajak. Perkataan Ibu Sriyani ini sesuai dengan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal I ayat 15 yang berbunyi“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan
58 Jefta Israelka, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari

Makmur (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jawa Barat, tt.).
59 Hasil Wawancara ke Bapak Masyyudi Manager Kantor Pusat BMT NU GAPURA hari

Selasa 22 Mei 2018 di kediamannya.
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penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak(JKP) berdasarkan Undang-Undang ini”.60Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negaraadalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan(PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN danPPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak PertambahanNilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untukmengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untukberkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepadakonsumen.Tidak dikenakan langsung di sini maksudnya adalah ketika seseorangmakan di sebuah rumah makan atau restoran dalam artian ia membelimakanan untuk ia makan maka, nantinya ia tidak hanya akan membayarharga makanan yang ia beli akan tetapi juga harga service charge (layanan),dan Pajak Bangunan 1 (PB1) dengan ketentuan yang sudah diterangkansebelumnya. Namun Fakta yang terjadi di sini adalah bahwa penerapanpemungutan pajak yang diterapkan di sebagian usaha masyarakat tidak samadengan apa yang dikatakan oleh undang-undang yang membahas tentangPajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut. Di dalam undang-undang inidijelaskan bahwa konsumen juga mempunyai kewajiban untuk membayarpajak. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 di ayat yang sama.Sementara yang terjadi di sebaian usaha masyarakat seperti Rumah makanadalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak atas konsumsidan merupakan kewajiban konsumen untuk membayar malah ditanggungoleh Rumah Makan sendiri termasuk pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1(PB1). Sedangkan konsumen hanya cukup membayar makanan yang ia belitanpa dibebani pajak apapun.Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UUNo. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, danyang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun2009. Dengan UU No. 8 Tahun 1983 Dipungut Pajak Pertambahan Nilai danPenjualan atas Barang Mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilaidari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajakberganda.Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagaipajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, khususnya terhadap
60 UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun

1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, lihat lampiran.
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penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajakpertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.Namun karena penelitian kali ini adalah tentang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) maka, peneliti hanya memfokuskan pada Pajak Pertambahan Nilai(PPN) saja.Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 Julitahun 1984, dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 Juli1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tambahan harga yang dipasangdari produsen kepada distributor sebesar 10%. Sementara patokantambahan harga dari distributor kepada konsumen dinamakan sebagai PajakPenjualan (PPn). Sedangkan pajak yang dipungut di Rumah Makan adalahPajak Izin Usaha dan Pajak Kebersihan. Itupun tidak dibebankan kepadakonsumen, melainkan ditanggung disendiri oleh rumah makan itu.Masyarakat sering mengira bahwa pajak yang dipungut ketika datang kerestoran atau rumah makan dan sebagainya adalah PPN karena masyarakatmelihat dari persentase pemungutan pajaknya sama yaitu sebesar 10%.Padahal itu adalah PB1 yang dipungut oleh Pemda.Ketika kita makan di restoran bukan hanya PB1 saja yang dipungutoleh pihak restoran tapi ada juga pemungutan Service charge. Uang service inimerupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalamrangka jasa pelayanan dan uang service ini akan menjadi milik dan bagianpendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah.Biasanya tarif service yang diberikan itu sebesar 5%, namuntergantung dari pihak perusahaan akan mengenakan berapa persen tarifuntuk jasa pelayanannya. Untuk tarif jasa pelayanan ini maksimal 10% ataslayanan yang ia diberikan. Biasanya juga PB1 dihitung setelah mendapattambahan biaya untuk service charge (biaya pelayanan). Dan biasanya jugahasilnya mengejutkan konsumen.Cara membebankan tarif service charge adalah dikenakan sebelumbiaya pajak. Jadi, total tagihan nantinya akan dijumlahkan dengan biaya
service charge baru kemudian dikenakan biaya pajak.Contoh :Biaya PPN (Rp 70.400) 40%Total tagihan (Rp 176.000)Service Charge (Rp 8.800) asumsi 5%Pajak (Rp 18.480) 10%Sebenarnya service charge merupakan salah satu dasar pengenaanPajak Daerah, baik itu pajak restoran maupun pajak hiburan. Dengandemikian, bila suatu pelayanan dikenakan service charge akan terlebihdahulu ditambahkan pada total tagihan, sebelum akhirnya dikenakan pajak
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restoran ataupun pajak hiburan, karena service charge tidak termasukpajak.61Sementara dilihat dari kegunaan pajak, pajak merupakan sumberutama penerimaan negara yang dapat menunjang jalannya rodapemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajakbisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasaaman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara mulaidilahirkan sampai dengan meniggal dunia dapat menikmati fasilitas ataupelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yangberasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barangyang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri,membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik dalam halpembinaan maupun permodalan.62
C. SimpulanDari perspektif maqashid syariah dalam unsur hifdz nafs (memeliharajiwa) dan hifdz aql (menjaga kesehatan akal), sistem pemungutan pajaksudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dimana dari unsur hifdz nafsuang hasil pemungutan pajak dialokasikan untuk membiayai persenjataanpara militer yang bekerja untuk pertahanan negara. Sementara dari unsur
mashalih hifdz aql adalah dilihat dari bahwa sebagian dari uang hasilpemungutan pajak juga dialokasikan untuk membangun gedung sekolah,bantuan BOS. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti adamanfaat dan hikmahnya. Akan tetapi sistem pemungutan pajak di sebagianusaha masyarakat seperti Rumah Makan tidak sesuai dengan apa yangtertera dalam undang-undang perpajakan. Dalam UU No.8 Tahun 1983tentang PPN dan PPnBM,  dijelaskan bahwa konsumen juga berkewajibanuntuk membayar pajak atas apa yang ia konsumsi. Namun, di samping itujuga pihak rumah makan berkewajiban pula untuk membayar pajak dari sisiia adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sementara fakta yang terjadi disebagian Rumah Makan  ini adalah semua beban pajak ditanggung oleh pihakrumah makan, tanpa membebankan sedikitpun kepada konsumennya,padahal konsumen juga seharusnya berkewajiban mengeluarkan pajak.

61 Lihat juga Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun
2011 Tentang Pelaksanaan Online System Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir). Kompasiana.com.

62 http://www.nusahati.com, diakses 2 Februari 2015.
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